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Mengingat 

BUPATI PASURUAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR 184 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2022 
TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 

DAN JABATAN ADMINISTRASI 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
B/759/M.SM.02.00/2023 Tanggal 24 Juli 2023 Hal 
Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan di 
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan, 
maka perlu menetapkan perubahan atas Peraturan 
Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang Standar 
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan 
Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan dengan Peraturan Bupati; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 
Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 -tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
ten tang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6718); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 

Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 

tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil 

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1907); 

13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 

tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan 

Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 

2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 

336); 
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MENETAPKAN 

15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 ten tang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pasuruan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Nomor 228) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Pasuruan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237); 

16. Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2022 tentang 

Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama dan Jabatan Administrasi di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Berita Daerah 

Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 136). 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2022 
TENTANG 
PIMPINAN 

STANDAR 
TINGGI 

ADMINISTRASI DI 

KOMPETENSI 
PRATAMA DAN 

JABATAN 
JABATAN 

LING KUN GAN PEMERINTAH 
KABUPATEN PASURUAN 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 

2022 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Dan 

Jabatan Administrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan 

(Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 136) diubah, 

dengan menyisipkan 1 (satu) angka baru diantara angka 127 dan angka 128 

yaitu, angka 127a untuk kode jabatan Perangkat Daerah UPT Perlindungan 

Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaaan Perempuan, Perlindungan 

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan mengubah 5 

(lima) nomor yaitu, nomor 249, nomor 250, nomor 251, nomor 252 dan 

nomor 253 serta menyisipkan 1 (satu) angka baru diantara angka 250 dan 

angka 251 yaitu angka 250a pada kode jabatan Perangkat Daerah Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga berbunyi sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pasuruan. 

Diundangkan di Pasuruan 
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,

  ttd.

Ditetapkan di : Pasuruan 

pada tanggal : 10 Agustus 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO 
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 184

TELAH DITELITI 

PEJABAT TANGGAL 

Sekretaris Daerah 

Asisten PKR 

Kabag Hukum 

Kabag Organisasi 
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASURUAN 
NOMOR : 184 TAHUN 2023

                            TANGGAL    :     10   AGUSTUS  2023 
 

PERUBAHAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI DAN 
JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN PASURUAN 

NO KODE JABATAN NAMA JABATAN 

SEKRETARIAT DAERAH 

1 Dst ... 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYMN 
124 2-04-53-16-15-100 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 
KELUARGA BERENCANA 
KEPALA BIDANG PENGARUSUTAMMN 

125 2-04-53-16-15-200 GENDER,PEMBERDAYMN 
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK 
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN 

126 2-04-53-16-15-300 PENDUDUK, PENYULUHAN DAN 
PENGGERAKAN 
KEPALA BIDANG KELUARGA 

127 2-04-53-16-15-400 BERENCANA, KETAHANAN DAN 
KESEJAHTERAAN KELUARGA 
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN 

127a 2-05-53-16-15-010 KEPEGAWAIAN UPT PERLINDUNGAN 
PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) 

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 

128 Dst ... 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

249 1-03-53-16-36-000 KEPALA PELAKSANA BADAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

250 2-04-53-16-36-100 SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN 
BENCANA DAERAH 

250a 2-05-53-16-36-110 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN 
KEPEGAWAIAN 

251 2-04-53-16-36-200 KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN 
KESIAPSIAGAAN 

252 2-04-53-16-36-300 KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN 
LOGISTIK 

253 2-04-53-16-36-400 KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN 
REKONSTRUKSI 

KECAMATAN 

254 Dst ... 

TELAH DITELITI 

PEJABAT TANGGAL PARAF 

Sekretaris Daerah 
I\ 1"'-

Asisten PKR \I \ 
Kabag Hukum '" \

Kabag Organisasi 
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BUPATI PASURUAN,

 ttd.

M. IRSYAD YUSUF




